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ABSTRAK 

 Penulisan Skripsi ini di latar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakat 

mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha terlebih lagi pada saat ini Perizinan 

Berusaha di Indonesia sudah menggunakan sistem yang terintegrasi secara 

elektronik atau biasa disebut Online Single Submission (OSS). Pelayanan Izin 

sendiri merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh penanam modal dalam 

rangka menanamkan modalnya. Tujuan penelitian ini yaitu dapat menambah 

wawasan masyarakat terlebih kaum milenial selaku calon pemohon izin berusaha 

terkait prosedur dalam kepengurusan izin yang sudah terintegrasi. Adapun 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu : 1) Bagaimana 

pengaturan kegiatan pelayanan izin berusaha di Indonesia ditinjau dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko?: 2) Bagaimana akibat hukum atas tidak terbitnya izin usaha 

melalui sistem OSS-RBA bagi Pelaku Usaha?; 3) Bagaimana pelayanan perizinan 

mendirikan usaha secara elektronik melalui sistem OSS-RBA ditinjau dalam 

perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data 

sekunder dari berbagai bahan hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah pengaturan 

perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Penyelangaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

Penyelangaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah suatu perizinan 

berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang dilakukan melalui Sistem 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 

diselenggarakan oleh Lembaga OSS. Lembaga OSS ini  akan menilai permohonan 

perizinan berusaha pada tingkatan risiko besaran kegiatan usaha, tingkat bahaya, 

dan potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan 

usaha. Untuk permasalahan tidak terbitnya izin usaha melalui sistem OSS-RBA 

bagi Pelaku Usaha tentunya bukanlah suatu permasalahan yang besar, akibat 

hukumnya sendiri pun sebenarnya tidak ada sanksi yang diberikan jika Pelaku 

Usaha tidak terbit izin usahanya. Dengan tidak adanya izin usaha bagi pelaku usaha 

tentunya para pelaku usaha tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum 

selayaknya para pelaku usaha yang mempunyai Izin Usaha, dalam hal ini Legalitas. 

Dengan adanya subsistem pengawasan pada OSS-RBA sendiri pun terdapat 

pengaturan mengenai tidak terbitnya sertifikat yang dimana merupakan suatu Izin 

usaha bagi pelaku Usaha, seperti dicabutnya NIB atau identitas pelaku usaha. 

Pelayanan perizinan mendirikan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single 

Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), dalam perspektif Hukum Islam 

tentunya dibolehkan selama keputusan seorang pemimpin dalam hal ini 

pemerintahan haruslah berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Dan 

mengenai penanaman modal sendiri tentunya sudah dilakukan pada Zaman Nabi 

Muhammad SAW dan para sahabat Nabi, akan tetapi tentunya dalam melakukan 

perizinan usaha dan penanaman modal harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam 

Hukum Islam itu sendiri dan tidak menyalahi norma-norma dan prinsip keagamaan. 

Kata kunci: Pelayanan, Penanaman Modal, Perizinan Berusaha, Online Single 

Submission. 

 

 


